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Riwayat artikel: Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan kompetensi Aparatur Sipil
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pengelompokan, analisis tematik, dan sintesis terhadap sepuluh artikel
jurnal serta sumber kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan
bahwa transformasi birokrasi membutuhkan kompetensi digital dan adaptif,
kepemimpinan, budaya inovasi, sistem merit, digitalisasi, integrasi data,
kolaborasi, serta evaluasi berkelanjutan. Inovasi pelayanan publik menjadi
instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi,
akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan. Integrasi seluruh aspek tersebut
mendukung terbentuknya organisasi publik profesional, adaptif, inovatif,
dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan karena memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kebijakan negara ke dalam
program dan pelayanan yang diterima masyarakat (Rianse et al., 2026). Perubahan lingkungan
pemerintahan yang ditandai oleh digitalisasi, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya
ekspektasi masyarakat, kompleksitas persoalan publik, serta tuntutan transparansi menyebabkan
kapasitas ASN tidak lagi cukup dibangun hanya melalui penguasaan prosedur administratif (Iksan,
2026; Kusumawati et al., 2026). ASN dituntut memiliki kemampuan adaptasi, pemecahan masalah,
kolaborasi, komunikasi, literasi digital, kreativitas, dan orientasi pelayanan (Kustiningsih & Soleh,
2025). Kajian Maryana menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan penguatan digital
leadership, jejaring dan kolaborasi, critical thinking, creative problem solving, serta manajemen diri
ASN.

Perubahan tersebut sekaligus menggeser paradigma reformasi birokrasi dari pendekatan
administratif menuju pendekatan transformasional. Birokrasi tidak lagi cukup dinilai berdasarkan
kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menghasilkan pelayanan yang
mudah diakses, cepat, transparan, responsif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata kepada
masyarakat (Purwanto, 2026; Zein & Septiani, 2024). Arah kebijakan reformasi birokrasi Indonesia
juga menempatkan birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan, penguatan tata kelola
pemerintahan modern dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sumber
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daya manusia ASN melalui kompetensi digital, integritas, dan profesionalisme (Lumbanraja et al.,
2025; Yasa et al., 2021).

Dalam kerangka tersebut, inovasi pelayanan publik menjadi salah satu instrumen penting untuk
mengubah cara pemerintah merespons kebutuhan masyarakat (Chakim et al., 2026; Idrus et al., 2025;
Lampouw et al., 2025; Sjachrawy, Thasman, et al., 2025). Inovasi dapat berbentuk penyederhanaan
prosedur, digitalisasi layanan, integrasi sistem informasi, pengembangan kanal pengaduan, pelayanan
berbasis data, maupun pengembangan model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha,
akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya (Engkus, H. (2025); (Suriyani, E. (2025)... Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2026 menekankan pentingnya
pelayanan publik berbasis human-centered dan tata kelola inovasi yang lebih jelas, terintegrasi,
berkelanjutan, dan berdampak (Ismail et al., 2026).

Inovasi pelayanan publik juga mempunyai keterkaitan erat dengan agenda pembangunan
berkelanjutan (Sjachrawy, Tepu, et al., 2025; Yanto et al., 2025). Pembangunan berkelanjutan tidak
hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi dan lingkungan, tetapi juga membutuhkan institusi publik
yang efektif, akuntabel, transparan, inklusif, dan responsif (Gani et al., 2026; Satyadharma, 2025).
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 16 secara
khusus menekankan pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif serta pengambilan
keputusan yang responsif dan partisipatif. Goal 9 juga secara eksplisit menempatkan inovasi sebagai
bagian dari pembangunan infrastruktur dan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Negara seperti Indonesia, pembangunan berkelanjutan telah memperoleh dasar
kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penyelarasan
agenda SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, reformasi
birokrasi, penguatan ASN, dan inovasi pelayanan publik dapat ditempatkan sebagai bagian dari
ekosistem tata kelola yang mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (Suriadi, H. (2025)..

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kompetensi ASN, transformasi digital, pelayanan
publik, inovasi, dan reformasi birokrasi secara parsial. Maryana (2022) misalnya, menekankan
pentingnya kompetensi soft skills ASN dalam menghadapi transformasi digital. Penelitian mengenai
transformasi digital pelayanan publik menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas aksesibilitas
layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan (Yulanda & Adnan, 2023). Kajian mengenai
administrasi negara juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berkaitan dengan perubahan
struktural, fungsional, kultural, dan digital dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mozin et al., 2025).

Namun demikian, masih diperlukan sintesis yang menghubungkan keempat aspek tersebut dalam
satu kerangka konseptual, yaitu kompetensi ASN sebagai fondasi, inovasi pelayanan publik sebagai
instrumen transformasi, reformasi birokrasi sebagai proses perubahan kelembagaan, dan pembangunan
berkelanjutan sebagai orientasi dampak. Kajian tersebut penting agar inovasi tidak dipahami sekadar
sebagai penggunaan teknologi atau penciptaan aplikasi baru, tetapi sebagai proses peningkatan
kapasitas pemerintahan untuk menghasilkan nilai publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara
penguatan kompetensi ASN dan inovasi pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi serta
kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi
konseptual bagi pengembangan studi administrasi publik dan reformasi birokrasi sekaligus memberikan
implikasi praktis bagi pemerintah dalam merancang pengembangan kompetensi ASN dan inovasi
pelayanan publik yang berorientasi pada dampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review untuk
mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan mensintesiskan hasil penelitian mengenai
kompetensi ASN, inovasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan
(Ridwan et al., 2021). Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, dokumen
kebijakan, dan publikasi lembaga resmi yang dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan
kontribusinya terhadap fokus kajian. Proses penelitian dilakukan melalui lima tahap, yaitu identifikasi,
seleksi, pengelompokan, analisis tematik, dan sintesis literatur. Analisis dilakukan dengan
membandingkan kesamaan, perbedaan, serta keterkaitan temuan penelitian (Syahrizal & Jailani, 2023).
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Hasil sintesis dikelompokkan menjadi empat tema utama, yaitu kompetensi ASN, inovasi pelayanan
publik, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber pustaka, teridentifikasi

sebanyak sepuluh artikel jurnal yang secara khusus mengkaji Kompetensi ASN dan Inovasi Pelayanan
Publik dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana
dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Kompetensi ASN dan Inovasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan
Pembangunan Berkelanjutan

No

Nama (Tahun). Judul Metode Analisis

Penelitian

Hasil Penelitian

Faedlulloh et al. (2020).
Birokrasi dan Revolusi
Industri 4.0: Mencegah
Smart ASN menjadi Mitos
dalam Agenda Reformasi
Birokrasi Indonesia:
Bureaucracy and Industrial
Revolution 4.0: Preventing
The Myth of Smart ASN In
Indonesia's Bureaucratic
Reform Agenda

Studi pustaka (literature
review/kajian literatur).

Husnayaini (2020).
Evaluasi inovasi sistem
pelayanan publik Provinsi
Yogyakarta untuk
menghadapi masa new
normal.

Studi pustaka (literature
review/kajian literatur).

metode analisis data
sekunder

Wibowo & Pratomo
(2021). Inovasi Pelayanan
Publik Dalam Mendukung
Reformasi Birokrasi Di Era
Masyarakat Informasi.

Muriany & Ruhunlela penelitian pustaka

(2021). Reformasi (library research)
Birokrasi Dalam Pelayanan  dengan pendekatan
Publik di Kecamatan kualitatif.
Tanimbar Selatan

Kabupaten Kepulauan

Tanimbar..

Zulfia & Frinaldi (2022). Studi pustaka
Urgensi penerapan budaya  (literature

inovasi bagi ASN dalam
meningkatkan kinerja
organisasi publik dalam
mewujudkan reformasi
birokrasi.

review/kajian literatur).

Hasil  kajian  menyimpulkan  bahwa
keberhasilan Smart ASN tidak cukup hanya
mengandalkan penguasaan teknologi, tetapi
membutuhkan pengembangan kompetensi,
budaya organisasi, ruang inovasi,
pembelajaran berkelanjutan, dan pengelolaan
SDM yang adaptif.

Pemerintah  Daerah  Yogyakarta telah
menerapkan kebijakan inovasi penggunaan
e-government untuk mengefektifkan
pelayanan pemerintah daerah saat pandemi
Covid-19

novasi pelayanan publik berbasis teknologi
nformasi meningkatkan kecepatan,
ransparansi, kepastian, keadilan, dan kepuasan
nasyarakat. Keberhasilannya didukung budaya
cerja, komitmen manajemen, serta adaptasi
cebutuhan masyarakat, sedangkan hambatannya
neliputi lemahnya komitmen kebijakan dan
yaradigma inovasi.

Reformasi kelembagaan Kecamatan Tanimbar
Selatan kurang efektif karena desentralisasi
kewenangan belum optimal, meskipun
struktur organisasi sesuai regulasi.
Keterbatasan sarana, terutama teknologi
informasi dan komunikasi, menghambat
pelayanan efektif dan efisien.

Inovasi ASN dan organisasi  publik
mendukung peningkatan kinerja,
produktivitas, serta manfaat pelayanan
masyarakat dengan memperhatikan budaya
lokal. Keberhasilannya membutuhkan
dukungan pemerintah, keberanian mengambil
risiko, kerja sama tim, kapasitas SDM, dan
komitmen tinggi.
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No Nama (Tahun). Judul Metode Analisis Hasil Penelitian
Penelitian

6 N et al. (2024). Reformasi Pendekatan kualitatif Reformasi birokrasi melalui STASN belum
birokrasi melalui inovasi dengan studi kasus efektif karena kelengkapan dan pembaruan
sistem informasi Aparatur administrasi kepegawaian masih lemabh,
Sipil Negara (SIASN). pemahaman ASN terhadap platform digital

terbatas, sehingga diperlukan keberlanjutan
sistem, pengembangan, dan integrasi data
secara menyeluruh.

7 Suryani et al. (2024). Studi pustaka Budaya inovasi mendukung organisasi publik
Budaya inovasi: Upaya (literature menjadi agile dalam menghadapi perubahan.
membangun organisasi review/kajian literatur). Faktor = utamanya  meliputi  komitmen
publik yang agile. pimpinan, struktur organisasi fleksibel, serta

strategi inovasi yang mendorong kreativitas,
adaptasi, dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

8 Apriani & Ramadhany Studi pustaka SPBE mendukung reformasi birokrasi melalui
(2025). Efektivitas (literature peningkatan layanan digital, kompetensi
reformasi birokrasi review/kajian literatur). SDM, infrastruktur, integrasi, dan
Indonesia: Meningkatkan transparansi. Keberhasilannya memerlukan
pelayanan publik di era evaluasi, benchmarking, kolaborasi
digital. pemerintah-swasta, keterbukaan informasi,

serta penguatan akuntabilitas dan kepatuhan
hukum.

9 Bila et al. (2025). New Studi pustaka Reformasi birokrasi menuntut perubahan
Public Service Theory (literature budaya dan pola pikir ASN melalui paradigma
Dalam Reformasi Asn review/kajian literatur). NPS yang menempatkan masyarakat sebagai
Indonesia: Asn Sebagai pusat pelayanan. Penguatan netralitas, sistem
Pelayan Publik, Bukan Alat merit, profesionalitas, kompetensi, inovasi,
Politik teknologi, pengawasan, partisipasi publik,

serta budaya kolaboratif diperlukan untuk
menghasilkan layanan yang responsif, efisien,
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat.

Transformasi SDM aparatur memerlukan

10 Permana (2026). Studi pustaka kompetensi digital, kepemimpinan adaptif,
Transformasi SDM (literature budaya inovatif, manajemen talenta berbasis
Aparatur Negara di Era review/kajian literatur ~ merit, dan kolaborasi. Tantangannya meliputi

Pemerintahan Modern:
Menjawab Tantangan

Birokrasi Adaptif, Digital,
dan Berorientasi Pelayanan

Publik

kuantitatif

kesenjangan digital, resistensi perubahan,
lemahnya sistem merit, serta keterbatasan
kapasitas organisasi. Penguatan kompetensi
berkelanjutan, kepemimpinan
transformasional, digitalisasi manajemen
ASN, dan budaya adaptif diperlukan untuk
meningkatkan profesionalisme dan tata kelola
pemerintahan.

Sumber : Data Sekunder (2026)

Dari Tabel 1 maka dapat dirinci berbagai pembahasan sebagai berikut :
Smart ASN dan Transformasi Kompetensi Aparatur
Penelitian Faedlulloh et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan Smart ASN dalam agenda reformasi
birokrasi tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan teknologi. Transformasi aparatur
membutuhkan penguatan kompetensi, budaya organisasi, ruang inovasi, pembelajaran berkelanjutan,
serta pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif. Temuan tersebut diperkuat Permana (2026) yang
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menekankan pentingnya kompetensi digital, kepemimpinan adaptif, manajemen talenta berbasis merit,
dan kemampuan kolaboratif. Dengan demikian, transformasi aparatur perlu diarahkan pada
pengembangan kapasitas yang berkelanjutan agar ASN mampu menghadapi perubahan teknologi,
tuntutan masyarakat, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan modern secara professional
(Rosmayusi et al., 2026). Selain itu, transformasi kompetensi perlu disertai kemampuan komunikasi,
pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan data dalam pekerjaan. Pengembangan
tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pembelajaran berbasis praktik, serta
evaluasi kompetensi secara berkala. Pendekatan ini memungkinkan ASN tidak hanya menjadi pengguna
teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan memperbaiki proses kerja. Dengan demikian,
Smart ASN merupakan bagian dari perubahan menyeluruh yang menghubungkan kompetensi individu,
budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem manajemen aparatur dalam mendukung reformasi
birokrasi yang berkelanjutan dan berorientasi pelayanan publik (Mozin et al., 2025).

Digitalisasi Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan

Husnayaini (2020) menunjukkan bahwa inovasi e-government dapat meningkatkan efektivitas
pelayanan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi pelayanan publik.
Wibowo & Pratomo (2021) juga menemukan bahwa inovasi berbasis teknologi informasi mampu
meningkatkan kecepatan, transparansi, kepastian, keadilan, dan kepuasan masyarakat. Temuan Igbal
dan Marta et al. (2024) memperlihatkan bahwa pemanfaatan SIASN masih menghadapi persoalan
kelengkapan data, pembaruan administrasi, serta keterbatasan pemahaman ASN terhadap platform
digital. Oleh karena itu, digitalisasi membutuhkan integrasi sistem, peningkatan literasi digital,
pembaruan data, dan penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Digitalisasi pelayanan juga
perlu memperhatikan kemudahan akses, keamanan informasi, interoperabilitas, dan kemampuan
masyarakat dalam menggunakan layanan elektronik. Penerapan teknologi yang tidak disertai kesiapan
sumber daya manusia dan infrastruktur berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan. Karena itu,
pengembangan sistem digital perlu dilakukan secara bertahap melalui identifikasi kebutuhan, penguatan
infrastruktur, peningkatan kapasitas pengguna, serta monitoring dan evaluasi (Rahman, 2024). Integrasi
berbagai aplikasi pemerintahan juga penting untuk mengurangi duplikasi data dan meningkatkan
efisiensi administrasi. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi dapat menjadi instrumen reformasi
birokrasi yang memperkuat kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan (Audrea et al., 2026).

Budaya Inovasi dalam Penguatan Organisasi Publik

Zulfia & Frinaldi (2022) menjelaskan bahwa budaya inovasi ASN berperan dalam meningkatkan
kinerja, produktivitas, dan manfaat pelayanan publik. Keberhasilan inovasi membutuhkan dukungan
pemerintah, keberanian mengambil risiko, kerja sama tim, kapasitas SDM, serta komitmen organisasi.
Sejalan dengan itu, Suryani et al. (2024) menunjukkan bahwa budaya inovasi dapat membentuk
organisasi publik yang agile melalui komitmen pimpinan, struktur organisasi fleksibel, kreativitas, dan
kemampuan adaptasi. Dengan demikian, pengembangan organisasi publik tidak hanya memerlukan
teknologi, tetapi juga budaya kerja yang terbuka terhadap pembelajaran, kreativitas, perubahan,
kolaborasi, dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Budaya inovasi juga membutuhkan
lingkungan organisasi yang memberikan ruang bagi ASN untuk menyampaikan gagasan, menguji
pendekatan baru, dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan (Jufri et al., 2026). Dukungan
pimpinan menjadi penting dalam menciptakan rasa aman untuk berinovasi serta memastikan inovasi
tetap sesuai dengan tujuan organisasi (Edward & Frinaldi, 2024). Selain itu, penghargaan terhadap
kinerja inovatif dapat memperkuat motivasi aparatur. Kolaborasi lintas unit dan pemanfaatan
pengetahuan organisasi juga perlu dikembangkan agar inovasi tidak berhenti pada individu, tetapi
menjadi praktik kelembagaan. Dengan demikian, budaya inovasi dapat memperkuat kemampuan
organisasi publik dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat secara cepat dan berkelanjutan
(Rachmawati, 2025).
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Reformasi Kelembagaan dan Orientasi Pelayanan Publik

Muriany & Ruhunlela (2021) menemukan bahwa reformasi kelembagaan pada Kecamatan Tanimbar
Selatan belum berjalan optimal karena desentralisasi kewenangan belum sepenuhnya efektif serta
keterbatasan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, Bila et al. (2025) menekankan
paradigma New Public Service yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, disertai
penguatan netralitas, sistem merit, profesionalitas, kompetensi, pengawasan, partisipasi publik, dan
kolaborasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi perlu diarahkan pada perubahan
kelembagaan dan pola pikir aparatur agar pelayanan semakin responsif, transparan, akuntabel, efisien,
dan berorientasi kepentingan masyarakat. Reformasi kelembagaan juga membutuhkan kejelasan
pembagian kewenangan, koordinasi antarunit, penyederhanaan prosedur, dan dukungan sarana
pelayanan yang memadai (Fitriana et al., 2025). Struktur organisasi yang sesuai regulasi belum tentu
menghasilkan pelayanan optimal apabila kewenangan, sumber daya, dan mekanisme koordinasi belum
berjalan efektif. Oleh sebab itu, perubahan kelembagaan perlu diikuti penguatan tata kelola,
peningkatan kapasitas aparatur, serta mekanisme partisipasi masyarakat. Orientasi pelayanan
menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai dasar perbaikan proses kerja. Dengan
demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga
mendorong perubahan perilaku organisasi menuju pelayanan yang lebih terbuka, responsif, profesional,
dan akuntabel (Wulandari, 2023).

Integrasi Reformasi Birokrasi, Inovasi, dan SDM Adaptif

Apriani & Ramadhany (2025) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di era digital memerlukan
penguatan SPBE, kompetensi SDM, infrastruktur, integrasi, transparansi, evaluasi, benchmarking,
kolaborasi, dan akuntabilitas. Temuan tersebut melengkapi Permana (2026) yang mengidentifikasi
kesenjangan kompetensi digital, resistensi perubahan, lemahnya sistem merit, dan keterbatasan
kapasitas organisasi sebagai tantangan transformasi aparatur. Secara sintesis, reformasi birokrasi
membutuhkan keterpaduan antara digitalisasi pemerintahan, budaya inovasi, kepemimpinan adaptif,
sistem merit, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi. Integrasi tersebut menjadi fondasi penting bagi
terwujudnya organisasi publik yang adaptif dan berorientasi pelayanan. Integrasi tersebut memerlukan
keterhubungan antara kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme
evaluasi (Zendra, 2026). Digitalisasi perlu diarahkan untuk mendukung proses kerja, sementara inovasi
harus didukung kompetensi dan kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan (Inkiriwang et al.,
2025). Sistem merit dapat memastikan pengembangan aparatur berlangsung berdasarkan kompetensi
dan kinerja, sedangkan kolaborasi memperluas kapasitas organisasi dalam menyelesaikan persoalan
publik (Chairiah et al., 2020). Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui efektivitas berbagai
program reformasi dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Dengan pendekatan terpadu, reformasi
birokrasi dapat berkembang dari perubahan administratif menuju transformasi organisasi yang adaptif,
inovatif, profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Sangaji & Irianto, 2025).

Sintesis Reformasi Birokrasi, Transformasi SDM, dan Inovasi Pelayanan Publik

Berdasarkan kelima subpembahasan, dapat disintesiskan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses
transformasi yang menghubungkan kompetensi aparatur, digitalisasi pemerintahan, budaya inovasi,
kelembagaan, dan orientasi pelayanan publik. Smart ASN membutuhkan kompetensi digital dan
adaptif, sedangkan digitalisasi memerlukan infrastruktur, integrasi data, serta literasi pengguna. Budaya
inovasi membutuhkan kepemimpinan, kolaborasi, dan ruang kreativitas, sementara reformasi
kelembagaan memerlukan kewenangan yang jelas dan orientasi masyarakat (Fahrub et al., 2025;
Hasanuddin et al., 2025). Keseluruhan aspek tersebut saling memperkuat melalui sistem merit,
pengembangan kompetensi berkelanjutan, evaluasi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, transformasi
birokrasi memerlukan pendekatan terintegrasi untuk membangun organisasi publik yang profesional,
adaptif, inovatif, transparan, dan berorientasi pelayanan (Gani et al., 2026; Johannes, 2024).
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan
proses transformasi yang membutuhkan keterpaduan antara kompetensi ASN, digitalisasi
pemerintahan, budaya inovasi, reformasi kelembagaan, dan orientasi pelayanan publik. Smart ASN
tidak hanya menuntut kemampuan teknologi, tetapi juga kompetensi adaptif, kepemimpinan,
kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Digitalisasi perlu didukung integrasi sistem, literasi digital,
infrastruktur, dan pengelolaan data. Budaya inovasi memerlukan komitmen pimpinan dan ruang
kreativitas, sedangkan reformasi kelembagaan membutuhkan sistem merit, kejelasan kewenangan,
partisipasi, dan akuntabilitas. Integrasi seluruh aspek tersebut menjadi fondasi organisasi publik yang
profesional, adaptif, inovatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Instansi pemerintahan perlu mengintegrasikan pengembangan kompetensi ASN, digitalisasi,
budaya inovasi, sistem merit, kolaborasi, dan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan. Penelitian
selanjutnya disarankan menguji secara empiris keterkaitan kompetensi ASN, digitalisasi, budaya
inovasi, reformasi kelembagaan, dan kualitas pelayanan publik.
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